TEORI UMUM TENTANG HUK?J'IA\\/IBAI\LIARA PERDATA DAN KONSEP
DISPENSASI NIKAH
A. Hukum Acara Perdata Pada peradilan Agama
1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Materiil di Indonesia, baik yang termuat dgalguatu bentuk
perundang - undangan maupun yang tidak tertulisupagan pedoman atau
pegangan ataupun penuntun bagi seluruh warga naksyadalam segala
tingkah lakunya didalam pergaulan hidup, baik iersporangan, masyarakat
maupun dalam bernegara.

Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuargatertujuan
memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenararkedadialan bila
terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalakam materiil yang
berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubuggag mengabdi
kepada hukum materiil. Untuk tegasnya, hukum acaediputi ketentuan-
ketentuan tentang cara bagaimana orang harus tesaj@n masalah dan
mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentyesastau hak-haknya
dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimzara mempertahankan
kebenaranya apabila dituntut oleh orang fain.

Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa Hukum Aeatalah peraturan

hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamimatidga hukum

materiil.

! R. SoerosoTata Cara dan Proses Persidangalakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 3.



Menurut ketentuan Undang-Udang Nomor 7 Tahun 1988alP54,
yang diubah dengan UU. NO. 50/2009 disebutkan “luldcara yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan AgansahdHukum Acara
Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum. Keter@enttersebut
menunjukkan bahwa terdapat hukum acara Perdatasgaga umum berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan UmunPeaadilan Agama, dan
ada pula Hukum Acara yang hanya berlaku pada péagathlam Peradilan
Agama®

Hukum Acara Perdata juga disebut dengan Hukum aRerdrormil
umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan dagrhgeraturan
perundang-undangan yang berlaku di dalam masyaraleat yang biasa
disebut dengan Hukum positif.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang gaben
bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdédteriil dengan
perantaraan hakim. Perkataan lain Hukum Acara Reetkalah peraturan yang
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanadgunmH Perdata
Materiil.*

Dalam rangka menegakkan Hukum Perdata MateriilggutHukum
Acara Perdata sangatlah menentukan. Hukum PerdatariM tidak dapat

dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dadrmlcara Perdata.

2, Cik Hasan BisriPeradilan Agama Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,

him. 241.

4.

3, SarwonoHukum Acara Perdata Teori dan Praktelakarta: Sinar Grafika, 2011, him.

4. Sudikno Martokusumd-ukum Acara Perdata Indonesi#ogyakarta: Liberty Offfset,

2002, him. 2.



Menurut Projodikoro bahwa yang dimaksud dengan urukAcara
Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yamguat bagaimana cara
orang harus bertindak di muka pengadilan dan cagailmana pengadilan itu
harus bertindak satu sama lain untuk malaksanalkajalédnnya peraturan-
peraturan Hukum Perdata.

Adapun Sudikno Martokusumo, mengemukakan bahwa kolugi
pada ilmu Hukum Acara Perdata keseluruhan peratyaamg bertujuan
melaksanakan dan mempertahankan atau menegagkamHrgrdata Materiil
dengan perantaraan kekuasaan Negara yang terjasitiangaiSedangkan
R. Subekti juga berpendapat, Hukum Acara itu medigklepada Hukum
Materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembamngdam Hukum Materiil
itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaianurulcaranya®

Maka dapat disimpulkan, bahwa Hukum Acara Perddédaa rangkaian
peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimang b@us bertindak di
muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilamiitis lbertindak, satu sama
lain untuk melaksanakan berjalannya peraturanpenat Hukum Perdata.
Sehingga nampak terdapat hubungan yang erat athtéam Perdata ( Hukum
Materiil ) dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Forn$lecara garis besar
dapat dikemukakan bahwa Hukum Acara Perdata besfungntuk
mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata agaar-benar

bermanfaat untuk semua orang.

®. Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadAgama
Jakarta: Prenada Media, 2005, him. 2.
6, Taufig MakaraoPokok-Pokok hokum Acara Perdafakarta: Rineka Cipta, 2004, him. 5.



Keberadaan Hukum Acara Perdata diharapkan tindakamghakimi
sendiri akan dapat dicegah, setidak-tidaknya bigarahgi. Negara yang
dikenal sebagai Negara Hukum, tentu tidak akan neeantxan tindakan
menghakimi sendiri, karena jelas akan menimbulkaredahan dalam
masyarakat.

. Sejarah Hukum Acara

Berbicara mengenai Hukum Acara Perdata, perlu nraiigan dua hal
yaitu sejarah ketentuan perundang-undangan yangatnenHukum Acara di
peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indan&gbagaimana diketahui
bahwa ketentuan yang mengatur tentang Hukum Acdirsglungan Peradilan
Umum adalahHerziene Indonesich ReglemdhtiR). HIR mengatur tentang
acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Nanenbitnya UU No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum A&iddana (KUHAP),
maka pasal-pasal yang mengatur Hukum Acara Pidalaan HIR dinyatakan
tidak berlaku.

Nama semula dariHerziene Indonesich Regleme(itIR) adalah
Inlandsch ReglementR), yang berarti Reglemen Bumiputera. Perancéhg |
itu adalah Mr. Wichers, waktu itu presiden dari geechtshof, yaitu badan
pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolorBallanda. Dengan surat
keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertangBaisémber 1846 No. 3,
Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancamipuah reglement
(peraturan) tentang “administrasi, polisi sertaspgopidana” bagi golongan

bumi putera. Dalam waktu yamglative singkat yaitu kurang dari satu tahun,



Mr. Wichers berhasil mengajukan sebuah rencandysaraacara perdata dan
pidana, yang terdiri atas 432 pasal.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan derganvernements Besluit
(keputusan Pemerintah), tanggal 5 April 1848, stdatl 1848 No. 16 dengan
sebutanReglement op de uitoefening van de Indonesier ervrdemde
Oosterlingen op Java en Maduedau lazim disebuiet Inlands Reglement
Disingkat IR dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 18B@mbaharuan IR menjadi
HIR Tahun 1941 (staatsblad 1941-44) ternyata tidembawa perubahan
suatu apapun pada Hukum Acara Perdata dimuka Pemgablegeri.
Dinamakan pembaruan pada IR itu sebetulnya hanyadiedalam bidang
pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perditk #da perubahan.
Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan apakejaksaan atau
penuntut umum @penbare Ministries yang berdiri sendiri dan langsung
berada di bawah pimpinan Procureur General, seladdmdIR apa yang
dinamakan jaksa itu pada hakikatnya adalah seobawgahan dari asisten
residen, yaitu seorang pajabat pamongraja. Jadajakaktu itu adalah lain
sekali daripada penuntut umum bagi golongan Erogmmg betul-betul
merupakan suatu aparatur negara yang merdeka dim atasOfficieren van
Justitieyang semuanya sarjana hukum.

Keadaan tersebut oleh pemerintah kolonial Belasddah lama
dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi golongadugek asli, maka
sewaktu timbul kegoncangan di kawasan SamuderdikPdengan pecahnya

perang Timur Asia, demi untuk mengikat bangsa led@a) pemerintah



kolonial Belanda memberikan hadiah berupa kejak¢@aenbare Ministerie
yang berdiri sendirizelfstanding Dimulai di kota-kota besar seperti Jakarta,
Semarang dan Surabaya, secara berangsur-angsukatidiParketvan de
Officer van Justitie bij de landraaBiahun 1941.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisiemhumaka
pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen daradieem pribumi.
Pengadilan gubernemen untuk orang Eropa adBahd van Justitiedan
Hoogerechtshof Sedangkan pengadilan untuk orang Bumiputera lkadala
Landraad,danRaas van Justitie

Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di samkpdan diluar
Jawa di lain pihak. Untuk orang Bumiputera di Jasean Madura dikenal
pengadilan Districtgereccht, RegenschapgerectiReradilan Swapraja yaitu
peradilan di daerah swapraja yang mana di Jawdigaaeradilan swapraja
yaitu Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegara, gattadilan pribumi yaitu
peradilan orang pribumi di daerah yang diperintatgsung.

Bagi orang Bumiputera di luar Jawa dan madura gligenal beberapa
peradilan yaituNegorijrecht Bank(khusus Ambon)Districtgerecht(khusus
Bangka-Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapaman Banjarmasin-Ulu
sungai), Magistraats gerecht, dan Landgerecht.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakpaaal 1 berisi
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negaganyerdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum kizadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Nedakum Republik



Indonesia. Sedangkan pasal 10 ayat (1) menyatakdmweab kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badsadian yang berada
di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badaadidan yang berada di
bawah mahkamah agung menurut ayat (2) meliputi:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Nedara

3. Jenis-jenis Putusan Hakim.

Putusan atau Penetapan Hakim dalam Hukum Acara af@erd
diantaranya yaitu putusan atau penetapan ditolak tdiak dapat diterima.
Pengertian putusan atau penetapan yang ditolakmrtemuikti arto yaitt.

e putusan akhir yang telah dijatuhkan setelah menéngemua tahap
pemeriksaan, dimana ternyata dali-dalil gugat tigakukti.

* Putusan ini termasuk putusan negative

« Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) makkinmaharus
terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarattdalgdn terpenuhi,

agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

Pengertian putusan atau penetapan yang tidak dapama yaitu:
* Putusan atau penetapan hakim yang menyatakan badkira ‘tidak

menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon tidekma”

7 Ibid , him. 1.
8 Mukti Arto, loc. cit, him. 258.



karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syaratinmulbaik
secara Formil maupun Materiil.

* Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkaetainkan baru
menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila sygugat tidak terpenuhi
maka gugatan/permohonan pokok tidak dapat diperiksa
Sedangkan permohonan yang tidak dapat diterima mesarwona

e Gugatan atau permohonan tidak beralasan

* Gugatan atau permohonan diajukan oleh orang ydag berhak.

4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari Hukum Acara Perdata pada umumnyaagarknHukum
Acara Perdata, bahwa pelaksanaanya, yaitu inisiattik mengajukan
tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yanggdssrngan.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihakg ya
berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menungtanghya tuntutan
hak yang diajukan kepadanya.

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikapg galam arti
kata bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukaradaphakim untuk
diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pilagky Yoerperkara dan

bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para percaadilan dan

®. Sarwonoloc. cit, him. 212.



berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangandapat tercapainya
peradilan.

Jadi pengertian pasif disini hanyalah berartivimthakim tidak
menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakiak tileh menambah
dan menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidadarti bahwa hakim
sama sekali tidak aktif. selaku pimpinan sidang pgiiran sidang hakim
harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dark titdarupakan pegawai
atau sekedar alat daripada para pihak dan harusdiexr sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tbepapainya peradilan.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pada asasnya adalah terbudkl umum,
yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadim deendengarkan
pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asasdak lain untuk
memberi perlidungan hak-hak asasi manusia dalanangidperadilan
peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitasradilan dengan
mempertanggungjawabkan pemeriksaan yéeig, tidak memihak serta
putusan yang adil kepada masyarakat. Apabila puotdsacapkan dalam
sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umunartigoutusan itu tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mérajklin batalnya
putusan itu menurut hukum.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak
Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihakisteh di

perlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama. Bahwa



pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak bestakan orang,
seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU 14/18¥hgandung arti
bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkamas hrsama-sama
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang samadibsesta masing-masing
harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.
e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasamaagusan
yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 Ul/1270, 148 ayat 1,
319 HIR, 195, 618 RBG). Alasan-alasan atau arguasentu dimaksudkan
sebagai pertangungngan-jawab dari pada putusanlyadsgp masyarakat,
para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmnukum, sehingga oleh
karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanigsaam-alasan itulah
maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karenanhtgttentu yang
menjatuhkanya.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaygal(gaayat 2, 5
ayat 2 UU 14/1970,121 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 4ya92 - 194 Rbg)

Beaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan daaya untuk
panggilan, pemberitahuan para pihak serta beayaranaDisamping itu
apabila diminta bantuan seorang pengacara, make Ipada dikeluarkan
beaya. Bagi mereka yang tidak membayar beaya gerttapat mengajukan

perkara secara Cuma-Cuma dengan mendapatkan ik dnbebaskan
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dari pembayaran beaya perkara, dengan mengajukanksierangan tidak
mampu yang dibuat oleh kepala polisi (pasal 237, I8 Rbg).
h. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkapada orang
lain, sehingga pemeriksaan di persidangan tergehra langsung terhadap
para pihak yang langsung berkepentingan. Akan itgtapa pihak dapat
dibantu atau diwakili oleh kuasanifa.
B. Perkawinan
1. Pengertian perkawinan
Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab,aset@nologis
berasal dari akar katazs - =54 - W< yang berarti sama dengan katass,
yang serupa dengan katés yang mempunyai arti menggauli, bersetubuh.
Perkawinan merupakasunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan matyubuh- tumbuhan.
la adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SW8hagyai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidapny
Perkawinan akan berperan setelah masing-masingngas siap
melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkpman dari perkawinan
itu sendiri. Allah SWT Berfirman dalam surat An-Bisl yang berbunyi

sebagai berikut.

19 Sudikno Martokusumd{ukum Acara Perdata Indonesigogyakarta: Liberty Offfset,
1993, him. 10.

oA w. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkagurabaya:
Pustaka Progressif, 1997) him. 1565.
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Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-rangytelah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanypllah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Aladmperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. danmtaievalah
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-ldyau ksaling
meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungaaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasiu kgAn-
Nisa:1)"

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhlakinya, yang
hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungatara jantan dan betina
secaraanarki tanpa adanya suatu aturan, Akan tetapi untuk markegormatan
dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakiamihyang sesuai dengan
martabat tersebut. Sehingga hubungan antara lakidan perempuan diatur
secara terhormat dan berdasarkan saling meridiesigash ucapan ijab gabul
sebagai lambang dari adanya rasa saling meridin@ diadiri oleh para saksi
yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telaly safikat™®

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal daxi“katvin” yang menurut

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan, jerelakukan hubungan

kelamin atau bersutubuh. Perkawinan disebut juganiRahan”, berasal dari kata

12 Departemen Agama RIAl Quran dan TerjemahnyaBandung: CV Penerbit
Jumanatul, 2005, him. 78.

13 _Sayyid SabigFigih Sunah Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, him. 477.
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nikah (=~ ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, satiagasukkan,
dan digunakan untuk arti bersetubuWvath)). Kata “nikah” sendiri sering
dipergunakan untuk arti persetubuheaitus, juga untuk arti akad nikafi.
Menurut figh nikah adalah salah satu pokok hidupgypaling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang semptina.
Menurut Wahbah Al- Zuhaili dalam kitabnys-Figh Al-Islami wa Adilatuh
definisi perkawinan yaitu:
J3 DLl halb Ja Ol p il e S ¢ )l daay e sh le 50721550
Artinya: Perkawinan menurut syarayaitu akad yang ditetapkan

syara’untuk membolehkan bersenang-senangnya pegmpu
dengan laki-laki®

Mempersoalkan definisi Nikah, menurut sebagian al&tanafiah, “Nikah
adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkep¢émimpinan untuk
bersenang - senang secara sadar (sengaja) bagmgewia dan seorang wanita,
terutama guna untuk mendapatkan kesenangan bibldggslangkan menurut
sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkéebutan) atau titel bagi
suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan uméu&ih kenikmatan semata-
mata”. Oleh mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskangien“akad yang menjamin
kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan mengguned@aksi (lafal) “inkah atau
tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkamaulddanabilah
medefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukangdenmenggunaakan kata

inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.

4" Abdul Rahman Ghozalkigih Munakahat Jakarta: Kencana, 2008, him. 8.
!5 Sulaiman Rasjidsigh Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, him. 374.
'° Wahbah Al- ZuhailiAl-Figh Al-Islami wa AdilatuhBeirut: Dar al-fikr, 1989, him. 40.
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Perkawinan menurut Hukum Perdata yaitu pertaliangyaah antara
seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktg Yama'’Masih dalam
kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) julzgat melihat peraturan
perundang undangan yang berlaku di indonesia di&tan ini undang-undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkn, dan Intruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukistam yang
merumuskan demikian:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seprpna dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membekélikarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yahg Esa”.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilakuhh Islam (KHI)
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahaituyakad yang paling
kuat atau mitsagon gholidzhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibatfah.

. Hukum perkawinan

Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukummesdakukan
perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipenganléh pendapat ulama’
Syalfi'iyyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyahliklgyah dan Hanabilah,

hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulabmhiriyyah

menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk kudan perkawinan sekali

7" Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdatdakarta: PT. Intermasa, 1979, him. 23.
8 Muhammad Amin Summéajukum Keluarga Islam di Dunia Islamlakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005, him. 45.
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seumur hidupny&Terlepas dari pendapat para imam madzhab, bercasagsh-
nash baik Al Quran maupun hadits, Islam sangatgaejurkan kaum muslimin
yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namonikaen, apabila dilihat
dari segi kondisi orang yang melaksanakan sertatuyang mulia melakukan
perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukujbwsunah, mubah,

makruh dan haram.
a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah pantatik kawin,
berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapamtuk kawin, ia

khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan ziaada&nya ia tidak kawin.

b. Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuadmk un
melangsungkan perkawinan, telah pantas untuk kas@n memiliki

perlengkapan untuk kawft}

19 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agarmamlslimu Figh, Jilid 1,

Jakarta: Departemen Agama, 1985, him. 59.

20 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figih idkahat
dan Undang-Undang PerkawinarCet. Ke- 3, Jakarta: Putra Grafika , 2006, HB146.
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c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan
perkawinan tetapi apabila tidak melakukannya tikla&watir berbuat zina
dan apabila melakukannya juga tidak akan menterga isteri.
Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memdéegknangan bukan
dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan mekgluarga yang

sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yantaranfaktor
pendorong dan faktor penghambatnya sama seperéahsotempunyai
kemauan untuk kawin tetapi belum memiliki kemampatu mempunyai
kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kudtk

melangsungkan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampmbese
nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberilakah lahir atau
sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetigdk mampu

memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidempunyai

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanalamajikan-
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kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila nglegkan

perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalanderitaan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi lima, lyaitu:

1). Calon suami

2). Calon Istri

3). Wall

4). Saksi

5). ljab gobul

b. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan yang berhubungan dengan kedoa ocampelai, (1)

dan (2), adalah:

1). Calon suami dan istri syaratnya adalah: beragksiam, keduanya
memiliki identitas yang jelas, keduanya tidak ditag melangsungkan

perkawinan, keduanya telah mencapai usia yang layatuk
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melaksanakan perkawinan, unsur kafa’ah kesamaanaraant

keduanya?

2) Syarat wali adalah: Islam, baligh, berakal seledi-laki, merdeka,

adil.

3). Dua orang saksi syaratnya adalah: Islam, bbabgrakal sehat, laki-
laki, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihadjrhdalam ijab

gabul, mengerti maksud akad perkawinan.

4). ljab dan gabul syaratnya adalah: ada pernyatangawinkan dari
pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah relayseahkan anak
perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempeia (lafadz
ankahtuka dan zawwajtuka), ada pernyataan menetamanempelai
pria, ijab dan gabul bersambungan, ijab dan qadakjmaksudnya,
tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digagkan dengan
sesuatu, majelis minimal dihadiri mempelai priajiwlan dua orang

saksi sehingga dapat didengar dengan j&as.

%l Hasan SalefKajian Figih Nabawi dan Figih Kontemporejakarta: Raja Wali Pers,
2008, him. 299.

%2 Ahmad bin Husain al Ashfahanilfath al Qarilh Surabaya: Dar al Kitab al Islamiy,
tt, him. 41-42.
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4. Ada enam prinsip perkawinan dalam Undang-ungenkawinan yaitu:

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yarftadia dan

2)

kekal.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sgomaanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kedu@rgnah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yahg Esa”. Dalam
rumusan Pasal 3 KHI dikemukakan perkawinan mertuntim Islam
adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat ataitsagon
gholidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untwvumudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadalratiamah”.
Ukuran sah atau tidaknya perkawinan adalah hukuamagharus

dicatat oleh pegawai pencartat Nikah. Pasal 2 UldRyattakan :

“(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan meniukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu, (2) iappgerkawinan

dicatat menurut agama peraturan perundang-undayeyam berlaku.”

Pasal 4,5,6,7 KHI dinyatakan lebih tegas sebagé#iie

Pasal 4: “perkawinan adalah sah apabila dilakuk@mumut hukum

islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor Tdln# tentang
perkawinan.’

Pasal 5: “(1) agar terjamin ketertiban perkawinagilmasyarakat islam
setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatakap@&nan tersebut
pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah sebeyea yang diatur
dalam Undang-Udang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undarang

Nomor 32 Tahun 1954.”

Pasal 6: “(1) untuk memenuhi ketentuan dalam pdsalsetiap

pekawinan harus dilangsungkan di hadapan dan datbv@®engawasan
Pencatat Nikah, (2) perkawinan yang dilakukan @ir lpengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuataornuk

Pasal 7:”(1) perkawinan hanya dapat di buktikangdenAkta Nikah

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) ddlamperkawinan
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3)

4)

5)

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajuisébrat nikahnya ke
Pengadilan Agama.”

Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanyanditikan jika
dilakukan atas izin istri dan Pengadilan. Pasgl3|4P menyatakan:

Pasal 3:"pada asasnya seorang pria hanya boleh umgaipseorang istri.
Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suanpetigadilan dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beristsihledari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersatagkl

Pasal 4:” (1) dalam hal seorang suami akan betedth dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam 3 ayat (2) UU ini, neakajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tmgga, (2)
pengadilan dimaksut ayat (1) pasal ini hanya meikderizin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seosegadpila (a) istri tidak
dapat menjalankan kewajinbanya sebagai istri,() mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhl@nistfi tidak dapat
melahirkan(lihat pasal 57 KHI).”

Sementara pasal 55 KHI menyatakan: “(1) beristiinledari satu orang
pada waktu yangbersamaan terbatas hanya sampat erapg istri,(2)
Syarat utama beristri lebih dari seorang, suamisherlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anaknya, (3) apabila syaramd yang disebut pada
ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarangidig lebih dari
seorang.” Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakamati&rapkan prinsip
yang terbaik dari UU Perkawinan, meskipun hakikatrsama, yaitu
bahwa prinsip perkawinan adalah monogamy.

Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dgensa, 21 tahun, dan
izin kepada kedua orang tua bagi usia 19 tahunkulatki-laki dan 16
tahun bagi perempuan) (ps. 6, 7 UUP jo. ps. 15 KHI)

Pasal 15 KHI mengungkap tujuan yang lebih jelas]l) “Untuk
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawirarya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai urangyelah mencapai
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 tdlfiifd yakni calon
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan datonsekurang-
kurangnya berumur 16 tahun.

Perceraian dipersulit (ps. 38, 39, UUP jo. ps. KiHb).

Pasal 38: “perkawinan dapat putus karena (a) kem@dd) perceraian, dan
(c) atas keputusan Pengadilan.”
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Pasal 39: (1) perceraian hanya dapat dilakukampdidsidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha idak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakylaaneraian harus
ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itk tadean hidup rukun
sebagai suami istri.
Pasal 116 KHI menyatakan: “perceraian dapat tekadena alas an atau
alas an-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zemarmenjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukanthuhkan, (b) salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dabhyr berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sahkateena hal lain diluar
kemampuanya, (c) salah satu pihak mendapat huky®ajara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah penanberlangsung, (d)
salahsatu pihak melakukan kekejaman atau pengamaparat yang
membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak apatdcacat baadan
atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalarkeamajibanya sebagai
suami atau istri, (f) antara suami istri terus-nmaseerjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan higkynrlagi dalam
rumah tangga,(g) suami melanggar taklik talak,dgnpgralihan agama
atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrakuwalam rumah
tangga.

6) Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri (ps330dan ,33, UUP.

Pasal 30 UUP: “suami istri memikul kewajiban yanghur untuk

menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar sdaunan

masyarakat.”

Pasal 31: “(1) Hak dan kedudukan istri adalah saimgbdengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga degaydan hidup

dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhakkumelakukan

perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluatga istri ibu rumah

tangga.”

Pasal 33: “suami istri wajib saling cinta menyintadrmat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satadepang lainya®

% Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesiogyakarta: Gama Media
Offset, 2004, hal. 103.
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1. Larangan Perkawinan
Larangan perkawianan ada dua macam pertama laraaiggdi, dan
yang kedua larangan dalam waktu tertentu
Larangan perkawinan yang abadi diatur dalam paSakd@npilasi
Hukum Islam di Indonesia. Dilarang melangsungkamigahan seorang pria
dengan seorang wanita di sebabkan:
1. Karena pertalian nasab:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yangimekanya
atau keturunanya,
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya diakas
istrinya,
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang makanya
c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekasyia, kecuali
putusnya hubungan prkawinan dengan bekas istrinygabla al-
dukhul.
d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunanya.
3. Karena pertalian susuan:
a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya ntegaris

lurus ke atas.
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b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya meauisifurus
ke bawah.

c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemesiakaan ke
bawabh.

d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek shasuke atas.

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturyma

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dagatbah
dijelaskan dalam pasal 40 kompilasi.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seoraagdpngan
seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat gatkawianan
dengan pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idatajad pria
lain.

c. Sorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 mmenjelaskan larangan kawin karena ertalasab dengan
perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan.

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan sgoveanita
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau suseiagn
istrinya:

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta ketuaunany

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.
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2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku maskistri-
istrinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masaatid*
C. Dispensasi Kawin
1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin
Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantia pang belum
berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belemurbur 16 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapaiur 19 tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU N®174 pasal 7(1))
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal idapat
memintadispensasi kepada pengadilan atau pejakbat mng ditunjuk
olehkedua orang tua pihak pria maupun pihak warflthJ No.1/1974
pasal 7(2))

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan tuy dalam
permenag No.3 tahun 1975 tentang Dispensasi Peagajama:
Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan pangpa dispensasi
untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tatamatau calon
istri yang belum mencapai umur 16 tahun yanag ddéwdan oleh
Pengadilan Agama.(permeneg No0.3/1975 pasal 1(2p¥ub
Apabila seorang calon suami belum mencapai umutab@n dan calon
istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangjsam pernikahan
harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilannfega(permeneg
N0.3/1975 pasal 13(1)
Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersedatgyat (1) pasal
ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanitagkgp Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg N@3Bslpasal 13(2).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidandan

berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memukgkin untuk

24 Ahmad RofigHukum Islam di Indonesjdakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998,
hal. 122-126.
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memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilanrm@&gmemberikan
dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (pern&m84L975 pasal 13(3).
Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan inishdan orang tua
atau wali calon pengantin, jadi bukan calon perigaiitt seperti pada
permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 2>
Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah djd@dan Agama
Salatiga sama dengan mekanisme pengajuan perkajatagu Adapun
mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengaflgama Salatiga
adalah sebagai berikut:
1. Prameja
Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemolkon k
prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjeléasatang bagaimana
cara berperkara, cara membuat surat permohonan, ddaprameja
pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan sunahpkonan.
2. Meja |
Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatardjajukan
pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghzatip meja
pertama yang akan menaksir besarnya panjar biay&arpe dan
menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUBésarnya
panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mam@u untuk
menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarksad 83 R.Bg atau

pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUR&pulti:

2 Anwar Sitompul,Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilayaria,
Bandung: Armico, him. 65.
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a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.

b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa daralsumpah.

c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hadag lgin.

d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lt&s perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Yagj tidak
mampu dapat diijinkan berperkara secpradeo (cuma-cuma). Ketidak
mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan &atarangan dari
Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisin oamat. Bagi yang
tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir ®p00 dan ditulis
dalam SKUM.
3. Kasir
Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan
menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir keamudi
a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam joiana perkara.
b. menandatangani dan memberi nomor perkara sexda tunas pada
SKUM.

c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepadeRon.

4. Meja ll
Pemohon kemudian menghadap pada Meja Il dengan
menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang teladyadir.

Kemudian Meja Il
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a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai derayaarryang
diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdafiaka petugas
Meja Il membubuhkan paraf.

b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang tesidftar

bersama satu helai SKUM kepada pemoffon.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispenaasn Ikdi
Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah meraerberkas
perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempediajias perkara.
Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jamnkgeskara itu
disidangkan serta memerintahkan agar para pihakndgl untuk
datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam ydaly ditentukan.
Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa merelgoatd
mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam plarsgjan. Namun,
biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada paaitesebelum

persidangan.

Proses penyelesaian perkara Nomor: 0031/Pdt. PRA12
SAL. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakarukeribintuk umum
oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperldipanggil ke
ruang persidangan. Kemudian ketua majelis menjetagdntang akibat
dari pelaksanaan dispensasi nikah, namun pemohtap tpada

permohonanya meskipun anaknya yang bernama AD bdsumur 18

26 Mukti Arto, loc. cit, him. 61.
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tahun 5 bulan. Karena sudah saling mencintai dergédon istrinya
yang bernama HY yang sudah berumur 17 tahun. sétemy hakim
memeriksa saksi.

Didalam persidangan pemohon telah menghadirkan sdkai
yang bernama SN bin ST yang menerangkan bahwa memoh
bermaksud menikahkan anaknya tetapi ditolak olelAKidrena umur
anak pemohon belum berumur 19 tahun.

Saksi yang kedua bernama SR bin PS menerangkanm istio
anak pemohon yang bernama HY masih perawan dangdreea
Kristen. Dan itu diakui calon istri anak pemohorrmiagna HY, saat

diberi kesempatan bersyahadad tidak mengucapkaadsd

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.(...... ) kepada
pemohon.
Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelisatakan
sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengantapae hakim,

pemohon bisa langsung kasasi, bukan barfding.

' Wawancara dengan bapak Suyanto Hakim pengadifamA Salatiga, tanggal 24
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. Syarat-syarat Dispensasi Kawin
Perkara dispensasi kawin sama seperti perkara+jaet&e, adapun
syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukabuae
permohonan di pengadilan agama, adapun syaratritgyangambayar
panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh patulleja 1 Kantor
Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sederagan

radius.

b. Persyaratan Dispensasi Kawin

1. Surat Permohonan.

2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembanrgya
dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.

3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama seteyapag
menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.

4. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-ladan
perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masiaging 1
lembar yang dimateraikan Rp 6.000, - di Kantor Pos.

5. Surat keterangan miskin dari camat atau kades atiketoleh
camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar kpaykara

(Prodeo).

29



6. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh keduagotaa
pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yangakigw
tempat tinggalny&®

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Figih
Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjatampkanikahan
akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandsajga dalam hal ini juga
para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tamdiz-itu.
Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batasa bsigi pihak yang
akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya ldihererdasarkan

kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagamdalam suratan-

Nisa'ayat 6:
FO0ROCeI@OM @ I BDXUDHEIINH €0
Z2XA7CNH ¢ < FORND 0 OBKR0
AANVESORE @7 ) RKe ARLIEQHCwa S
QO AVO AL & BQHE
QLB & TO+ @ RO B XMUARD o @a g 0o
22 du = J2€00=00NE O
GBI~ OO ND 6 NL2ADPHAG 08 &
B O0€ORNWRNENG HOW F0OHKFHON=4O
s RO XN ¢ ) AXID JIK 2% g
¢ AXIGD T80 B {50 Av=>edo 0@ 0OcHE«w
An Aol @ @ogeo HFCOB L Do
St @< o g Qe OMNOrDPRAOM W@ o N
QLB &0 RO A2 €= =N O
BAXOCOB & ¥ Obem 20000 MW
* Lo N FOXIAX G @0 QLB & FONH$N
X, P @m0 FKORO

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai merek&egp umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cergendai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada merekatah

28.http:/ANww.GoogIe.Co.Id/#HI:Id&Source:Hp&BiW:1360&B:607&Q:Syarat+Dis
pensasi+Nikah&Ag=F&Aqi=&Aql=&0q=&Fp=972920f4195ce@21 mei 2013, 23.30 WIB.
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hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yagih dari
batas kepatutan dan (janganlah kamu)  tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. baraaga s{di
antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia amam diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsigag miskin,
Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patkemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Melaklah
kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itg) teereka. dan
cuzléuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian(iNisa'ayat

6)

Dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikahahdal
setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, siapm menjadi suami
dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisadlarj sempurna, jika
dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, dacgpha dan ahli
undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta
pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempulglbasan
menentukan hidupnya setelah cukup unbatigh). Baligh berarti sampai
atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai psidatertentu yang
menjadi jelas baginya segala urusan atau persogdalg dihadapi.
Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau mgeigermana
yang baik dan mana yang buriik.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamilpaken

bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadirékea terjadinya

29 Departemen Agama Rpc. cit, him.78.
%0 M. Abdul Muijieb, et.alKamus Istilah FigihhJakarta: Pustaka Firdaus, 1994, him. 37.
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pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudgkasama
dengan mengeluarkan sperma laki-f&ki.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnyalwbulu
ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka jungnyatakan usia
baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima bdkhun. Sedangkan
Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti balgpseorang, sebab
bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan il lain yang ada
pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal asighbanak laki-laki
adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua hethas, sedangkan
usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belasntalan minimalnya
sembilan tahur?

Didalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat
utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yasgrgkutan telah akil
balig, oleh karena itu seorang pria yang belum gbdelum bisa
melaksanakagobulsecara sah dalam suatu akad nikah.

Sedangkan dalarirathul Mu’in usia baligh yaitu setelah sampai
batas tepat 15 tahuQamariyahdengan dua orang saksi yang adil, atau
setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kgkmian mengalami
dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahelainSitu tumbuhnya

rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan unipktdng dan adanya

31 Muhammad Jawad Mughniydfigh Lima MazhabBasrie Press, tkp., t.t., him. 22.
32 H

. Ibid, him. 23.
% Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluargdakarta: Gema insani, 1999, him. 26.
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rambut ketiak yang tumbuh meleB&endapat para ulama tersebut
merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaiimgan kematangan
seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedawamerujuk
pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas harkatdn dengan
kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akahreangatukan pola
hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tamgig& menghadapi
kehidupan yang penuh dengan problema yang tidakapedihadapinya
ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan jugaupakan salah
satu unsur yang mendorong terbentuknya kelusagmmahmawaddah wa
rahmah

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka sesegeaaggakan
melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiagery ynatang
dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan denkedewasaan
seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada sekarang lebih
sulit dibanding pada zaman dahulu. Datangihtdam seringkali tidak
sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran letangga kita telah
memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib ba&gia pegang dalam
menentukan anak cukup umur adalah kedewasaanngeageta, bukan
dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan
Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mampel

harusmemenuhi syarat-syarat perkawinan yang dkentwleh undang-

34, Aliy As’ad, Fathul Mu’in Jilid 2,terj.Moh.Tolchah Mansor, Kudus: Menara, t.t. him.
232-233.
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undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sd@padapun syarat-
syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;
a.Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
b.Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencd®@aiahun,
sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya b=gon mempelai
yang belum berumur 21 tahun.
d. Tidak melanggar larangarkpetnan.
e. Berlaku asas monogami.
f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak kenlagi®
Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yaegjadi
pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapatesal 7 ayat (1)
menyatakan bahwaPerkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pilve&nita
mencapaiumur 16 (enam belas) tahdh
Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dakampilasi
Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepaddingengan
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawimasejalan dengan

prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calgami isteri itu

% Gatot SupramonoSegi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikalgkarta: Djambatan,
1998, him.15.

36 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan AgamamisBahan Penyuluhan
Hukum Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, him. 119.
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harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaggsmn
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawseaara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunag lyaik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antalancsuami isteri
yang masih di bawah umdi.

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maugpiamd
kompilasi, memang bersifajtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan
pemikiran figh yang lalu. Namun demikian, apabiltachk referensi
syar'l nya mempunyai landasan yang kuat, seperti al-Qustaatan-
Nisa’ayat 9:

A &N LA Lo S OO0 aeO
SRR, #cd N 38 $IN0E BHA2@EO
B3O - OHORDIKND COXOBZO0>0
AForde BXA2>OXIQOcHw: FEZRNHCOREON
GedeL BX-07w0>000we0
G PP 000NN
Artinya:Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) gramang yang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lendah
belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah naebektakwa

kepada Allah SWT, danhendaklah mereka berbicargatetutur

kata yang benagn-Nisa’ayat 9¥°
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secarasiang
menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukah pasangan usia

muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 TahOi@4 akan

menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahtmya. Akan

% Sudarsona-Hukum Perkawinan Nasionalakarta: Rineka Cipta, cet. I, 2005, him.7.
%Al Qur'an dan Terjemahnytnc.cit. hal. 79.
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tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak reyaaisia kawin, lebih
banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengé&si dan tujuan
perkawinan, vyaitu terwujudnya ketentraman dalam alumtangga
berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu sild@rterwujud, apabila
masing-masing mempelai belum masak jiwa dan ragakgaatangan
dalam integritas pribadi yang stabil akan sangapdyegaruhdi dalam
menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam hsatapi liku-liku
dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal abamandang-undang
ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria poauvanita, ialah 19
(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam p&asin bagi wanita.
Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, taknga undang -
undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarmat tersebut,
melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyDalam hal penyimpangan
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispenkapada Pengadilan
dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun
pihak wanita®®

Namun, undang-undang tidak memberi apa yang meajasan
untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undargk&vinan tidak
konsisten, di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegadbamva untuk
melangsungkan perkawinan seseorang yang belum pangaur 21 (dua
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua omaamgdisisi lain pasal 7

(1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jikaagihpria sudah

% Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agatam|foc. cit.him. 119.
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mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan piwakita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya (jikank dari 21 tahun,
yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurangi d& tahun dan 16

tahun, perlu izin pengadilan.
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